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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan urai ian pada bab-bab seibeilumnya, maka dapat di itari ik 

keisi impulan seibagai i beiri ikut: 

1. Di inami ika Peingaturan Peirni ikahan Beida Agama Dalam Peirturan Peirundang-

udangan di i Iindoneisi ia. Peiri iodei seibeii ium Keimeirdeikaan, Iindoneisi ia 

meirupakan daeirah jajahan koloni ial Beilanda, maka poli iti ik hukum koloniial 

Beilanda meingaturnya dalam beintuk golongan peinduduk antara lai in: 

Golongan Peinduduk Eiropa, Golongan Peinduduk Ti imur Asiing dan 

Golongan Peinduduk Bumi i Putra. 

a)   Peiri iodei keimeirdeikaan sampai i deingan seibeilum lahi irnya undang-undang 

peirkawi inan nomor 1 tahun 1974. 

Iindoneisi ia masi ih beilum meimi iliiki i Undang-Undang Peirkawi inan seindi iri i 

dan peingaturan peirkawi inan di i Iindoneisi ia masi ih meinggunakan Undang-

undang Peirkawi inan buatan Beilanda. 

b) Peiri iodei seiteilah beirlakunya undang-undang peirkawi inan nomor 1 tahun 

1974. 

Peingeirti ian Peirkawi inan Campuran dalam Pasal 57 Undang-undang 

Peirkawi inan Nomor 1 Tahun 1974 teilah di ipeirseimpi it seideimi iki ian rupa, 

seihi ingga yang di imaksud Peirkawi inan Campuran yai itu hanya 
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peirkawi inan antara dua orang yang di i Iindoneisi ia tunduk keipada hukum 

yang beirlai inan, dan salah satu pi ihak kareira peirbeidaan 

keiwarganeigaraan. 

2. Peirni ikahan Beida Agama Dalam Peirspeikti if Hak Asasi i Manusi ia. 

Dari i sudut pandang hak asasi i manusi ia, peimbatasan teirhadap 

peirkawi inan beida agama tanpa adanya alteirnati if hukum yang seitara dapat 

di ianggap seibagai i beintuk diskriminatif yang tiidak seijalan deingan pri insi ip 

uni iveirsali itas HAM. 

Di isampi ing neigara bi isa meimbatasi i hak warga neigaranya seisuai i yang 

yang teircantum pada Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, Maka 

di ipeirlukan peimbaruan hukum yang mampu meinjeimbatani i ni ilai i-ni ilai i agama 

dan peimeinuhan hak-hak dasar i indi ivi idu. 

B.  Saran 

1. Kepada Negara 

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, berkewajiban memberikan 

kepastian hukum, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh warga 

negaranya. Oleh karena itu, negara hendaknya: 

a. Menegaskan kembali posisi dan fungsi hukum dalam menjamin hak 

konstitusional warga negara untuk membentuk keluarga sesuai 

dengan keyakinannya. 
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b. Mengambil peran aktif dalam menjembatani perbedaan tafsir 

keagamaan yang berimplikasi pada status hukum pernikahan beda 

agama. 

2. Kepada Pemerintah 

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama dan Direktorat Jenderal 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disarankan untuk: 

a. Menyusun pedoman teknis yang memberikan kepastian prosedural 

terkait pencatatan pernikahan beda agama. 

b. Mendorong dialog lintas agama dan kerja sama dengan lembaga 

keagamaan guna menciptakan pemahaman yang lebih terbuka dan 

moderat mengenai hak individu atas pernikahan lintas keyakinan. 

c. Melakukan pelatihan dan penyuluhan hukum kepada petugas pencatat 

pernikahan agar tidak terjadi penolakan administratif yang didasarkan 

pada interpretasi pribadi atau institusional. 

3. Kepada Lembaga Legislatif 

a. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan agar lebih akomodatif terhadap dinamika sosial 

masyarakat majemuk, termasuk pengaturan yang tegas mengenai 

legalitas pernikahan beda agama. 

b. Membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengkaji secara 

komprehensif praktik dan hambatan hukum terhadap perkawinan 

lintas agama yang telah terjadi dalam masyarakat. 
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c. Mendorong lahirnya undang-undang alternatif seperti Civil Marriage 

Act bagi pasangan lintas agama yang tidak dapat atau tidak ingin 

menikah menurut hukum agama. 

5. Kepada Tokoh Agama 

Tokoh-tokoh agama diharapkan: 

a. Mengedepankan pendekatan dialogis dan empati dalam menanggapi 

pernikahan beda agama, bukan sekadar menekankan pelarangan. 

b. Memberikan panduan spiritual dan etik yang menghargai hak 

individu serta konteks pluralisme masyarakat Indonesia. 

c. Terlibat dalam edukasi lintas iman guna menghindari konflik yang  

bersumber dari perbedaan tafsir keagamaan. 

6. Kepada Masyarakat 

Masyarakat sebagai bagian dari sistem sosial hendaknya: 

a. Mengedepankan sikap toleransi dan menghargai pilihan pasangan 

yang melangsungkan pernikahan beda agama. 

b. Tidak serta-merta memberikan penilaian negatif terhadap keputusan 

pribadi tersebut, tetapi melihatnya sebagai bagian dari hak sipil warga 

negara dalam masyarakat demokratis. 

7. Kepada Pasangan Beda Agama 

Pasangan yang hendak atau telah melangsungkan pernikahan beda 

agama disarankan untuk: 
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a. Memahami secara mendalam konsekuensi hukum dan sosial dari 

pilihan tersebut, baik dalam hal pencatatan, hak waris, status anak, 

hingga akses terhadap layanan publik. 

b. Menempuh jalur konsultasi dengan penasihat hukum dan tokoh 

agama untuk memperoleh solusi terbaik sesuai dengan keyakinan dan 

kepentingan bersama. 

c. Membangun komunikasi yang terbuka dan saling menghormati 

sebagai fondasi utama dalam kehidupan rumah tangga lintas agama. 

 

 


